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Abstrak 
Ayu Soraya. S351308011. 2016. JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM 
TERHADAP PEMBELI LELANG DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI 
HAK TANGGUNGAN DI SURAKARTA. Magister Kenotariatan Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui jaminan perlindungan hukum 
terhadap Pembeli Lelang hak atas tanah dalam pelaksanaan eksekusi Hak 
Tanggungan di Surakarta. Selain itu, untuk mengetahui hambatan yang dihadapi 
Pembeli Lelang dalam proses pelaksanaan peralihan hak atas tanah yang menjadi 
objek lelang, serta untuk mengetahui solusi atas hambatannya. Untuk mencapai 
tujuan tersebut telah dilakukan penelitian hukum empiris, sifat penelitian adalah 
eksplanatoris, pendekatan penelitian bersifat kualitatif.  
xx 
 
Hasil Penelitian, secara preventif menyatakan bahwa Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang di Surakarta hanya memberikan jaminan 
perlindungan hukum terhadap Pembeli Lelang dengan menyerahkan kutipan risalah 
lelang setelah Pembeli Lelang menyelesaikan kewajibannya seperti membayar bea-
bea yang diwajibkan. Secara represif adalah ketika Pembeli Lelang tidak bisa 
menguasai objek lelang, maka Pembeli Lelang diperkenankan untuk mengajukan 
grosse risalah lelang dengan mengajukan eksekusi pengosongan melalui 
pengadilan. Sedangkan menurut Kantor Pertanahan Kota Surakarta bahwa 
perlindungan hukum terhadap Pembeli Lelang diatur dalam Pasal 531 Buku II 
KUHPerdata yaitu berdasarkan asas itikad baik. Hambatannya adalah ketika terjadi 
pemblokiran atas objek lelang, maka Kantor Pertanahan Kota Surakarta 
berdasarkan Pasal 45 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah dilarang untuk mengalihkan hak atas tanah kepada pihak lain 
sebelum mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau 
blokir tersebut telah dicabut oleh yang mengajukan permohonan blokir.  
Pemberian syarat untuk mengajukan pemblokiran dengan salinan surat 
gugatan yang belum ada putusan pengadilan, mengalahkan kutipan risalah lelang 
yang mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk melaksanakan proses peralihan 
hak atas tanah yang menjadi objek lelang. Peraturan mengenai pemblokiran masih 
rancu dan belum memberikan kepastian hukum. Perlu dibentuk peraturan 
perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum pembeli lelang. 
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pembeli Lelang, Hak Tanggungan 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
Ayu Soraya. S351308011. 2016.Legal Guarantee Protection Toward Auction 
Buyer In The Execution of Mortgage At Surakarta. The Graduate Program in 
Notarial Science, the Faculty of Law, Sebelas Maret University, Surakarta. 
The purpose of this study was to determine the guarantee of legal protection 
of land right Auction Buyer in the execution of encumbrance at Surakarta. In 
addition, it is also done to find out the Auction Buyer obstacles toward the 
implementation process of land rights transition as the object of the auction, as well 
as to find out the solutions to the obstacles. To achieve these objectives, an 
empirical legal research has been conducted as well. This research was a 
explanatory research done by using qualitative approach. 
xxi 
 
The result, it is stated preventively that the State Property Office and 
Auction in Surakarta only guarantees the legal protection of Auction Buyer by 
submitting the auction treatise excerpt after the Auction Buyer completing the 
obligations to pay such as the required duties. Repressively, when the buyer cannot 
hold the object of the auction, the auction buyer is allowed to submit the grosse 
auction treatise by proposing a discharge execution through the courts. Meanwhile, 
Land Office Surakarta stated that the legal protection of the Auction Buyer is 
determined under the Article of 531 based on the Civil Code Book II in which good 
faith is the principle of the legal protection. The obstacle happened when the object 
of the auction is blocked. Regardless to this condition, Land Office Surakarta 
regulation under the Article of 45 paragraph e of Government Regulation Number. 
24, 1997 on Land Registration in which stated that it is forbidden to transfer the 
land rights to another party before obtaining a court decision which is legally 
enforceable or indeed the block has been revoked by the one whom applying the 
block. 
Giving a requirement to file a lawsuit blocking with a copy of the letter 
without  court decision, defeating auctions treatise excerpt which have binding 
legal force to carry out the transition process of rights over land as the object of 
the auction. Regulation on blocking is still ambiguous and not providing certain 
legal statement. It is necessary to establish laws governing toward the legal 
protection of the auction buyer. 
 
Keywords: Legal Protection, Auction Buyer, Mortgage 
